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The annual process of buying and selling land in the Karang
Anyar East Pagesangan neighborhood of Mataram City has
been an activity that has been going on for years, but
problems arise when the current season's harvest is
uncertain, those who have rented agricultural land or rice
fields to someone for a long period of time certain time while
the rental period has expired. This incident is still a problem in
the Karang Anyar community, because some owners ask for
additional or unilateral compensation from tenants for excess
time and other parties prefer to continue the transaction
process until the harvest arrives.
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Proses jual beli tanah tahunan di Lingkungan Karang Anyar
Pagesangan Timur Kota Mataram, telah menjadi kegiatan
yang berjalan bertahun-tahun lamanya, namun masalah
timbul ketika masa panen yang di musim sekarang ini tidak
menentu, mereka yang telah menyewa lahan pertanian atau

sawah kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu
sedangkan masa sewa telah habis. Kejadian tersebut hingga
saat ini masih menjadi permasalahan di lingkungan
masyarakat Karang Anyar, sebab beberapa pemilik meminta
tambahan atau ganti rugi secara sepihak kepada penyewa
atas kelebihan waktu dan pihak lainnya lebih memilih
melanjutkan proses transaksi hingga panen tiba.

Kata Kunci:
Jual Beli, ljarah, Hukum Islam

Sitasi: Hadi K. & Al-Hasni F. (2021). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Tanah
Tahunan di Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram. Mu’amalat:
Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. 13(1), 47-60.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu perbuatan atau transaksi yang diatur, dalam arti ada
hukum yang jelas dalam Islam. Dalam istilah jual beli, kami menyebutnya a/ba 'z, yang
berarti menjual, menukar, dan menukar satu hal dengan yang lain. Dalam pengertian
syariat, jual beli adalah: Pertukaran harta secara sukarela atau pemindahan harta
dengan pengganti yang sah.'

Merujuk pada rukun jual beli dalam hukum Islam, bahwasannya objek
(Ma'qud ‘alaih) dalam jual beli harus dapat diserahterimakan beserta hak kepemilikan
atas objek tersebut harus berpindah secara utuh. Dalam ungkapan tersebut sudah
jelas bahwa ketika melakukan transaksi jual beli, harus ada objek yang menjadi
pertukaran, serta kepemilikan atas objek tersebut harus berpindah selamanya atau
abadi. Dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan juga

1Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Bandung:Alma’arif, 1988), 48.
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bahwa “Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek
jual beli”.

Proses jual beli yang dilakukan oleh warga Lingkungan Karang Anyar
Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram iyalah Jual beli dengan sistem tahunan,
merupakan kegiatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, namun masalah
muncul ketika musim panen tidak menentu, masyarakat setiap tahun menjual
tanahnya kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun dan
ternyata tidak ada padi yang dipanen, sementara masa sewa telah berakhir. Praktik
tersebut selalu menjadi masalah, ada pemilik lahan pertanian yang langsung meminta
ganti rugi tambahan kepada penyewa atau mengganti uang sewa secara sepihak, ada
juga yang melakukan transaksi lagi sampai panen tercapai, bahkan ada yang meminta
petani untuk memberikan sebagian dari hasil panen kepada pemilik lahan pertanian
tanpa persetujuan dan dianggap sebagai kebiasaan, karena pemilik lahan pertanian
berencana untuk berpartisipasi dalam investasi dari waktu ke waktu.”

Fenomena ini terus terjadi di Lingkungan Karang Anyar Kelurahan
Pagesangan Timur Kota Mataram, bahkan menjadi subyek sengketa antara pemilik
tanah dan penyewa tanah. Menurut apa yang diamati oleh peneliti dalam wawancara
dengan beberapa petani, mereka mengatakan bahwa mereka menderita kerugian
sebagai akibat dari pembayaran bersyarat atau pengalihan sebagian dari hasil panen
kepada pemilik tanah. Mereka meluangkan waktu untuk menikmati panen, tetapi
petani tidak bisa mendapatkan lebih dari yang bisa mereka dapatkan.’ Dalam Islam
dikenal banyak jenis akad (petikatan/petjanjian), antara lain jual beli dan sewa
menyewa. Sewa dalam bahasa Arab disebut a/jjarah. Dalam pengertian hukum Islam,
sewa menyewa didefinisikan sebagai jenis kontrak yang diambil untuk penggantian.*

Sebagian besar masalah sosial yang mengarah pada konflik dan permusuhan
disebabkan oleh kegagalan untuk menerapkan hukum syariah yang ditetapkan oleh
Allah Yang Maha Bijaksana tentang jual beli dan sewa- menyewa.’ Allah swt.
berfirman, yang artinya “hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (OS. an-Nisaa(4):

29).6

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara’
dalam jual beli dan sewa menyewa ada dua macam yaitu: Pertama, sebab asli (intern),
yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara’ terdapat jual belinya dan
sewa menyewa itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan
umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli dan sewa menyewa, sebab-
sebab tersebut ada empat macam, yaitu: larangan karena barang, larangan karena riba,

2Wawancatra dengan Kepala Lingkunagn Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur Kota
Mataram pada tanggal 15 September 2021.

SWawancara dengan pembeli tanah tahunan Lingkungan Karang Anyar Kelurahan
Pagesangan Timur Kota Mataram Pada tanggal 18 September 2021.

4Suhrawardi K. Lubis, Hukun Ekonomi Islam,( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

SAli Ahmad Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, zerj. Falsafah dan Hikmah Hukum
Islam,( Semarang, 1992), 375.

‘Kementerian Agama R1, a/-Qur'an al-Qarim dan Terjemahanya, Surabaya, Halim, 2004, 65
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larangan karena gharar, larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari
dua perkara terakhir riba dan gharar atau dari keduanya bersama-sama. kedua, sebab-
sebab &harjiy (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya
larangan dalam jual beli dan sewa menyewa. Di antaranya adalah: Penipuan atau
curang dan gharar merugikan, Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih
penting dari pada jual beli.”

Mendasari pemaparan di atas, untuk mendeskripsikan lebih detail praktik jual
beli dengan sistem tahunan yang terjadi di Desa Lingkungan Karang Anyar
Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, maka peneliti tertarik untuk meneliti
lebih mendalam mengenai jual beli tanah tahunan dengan Hukum Islam tentang jual
beli tersebut dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual
Beli Tanah Tahunan di Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur
Kota Mataram”.

METODE PENELITIAN

Metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian dalam berbagai
ilmu pengetahuan sehingga metode dan prosedur penelitian dapat dikatakan sebagai
cara-cara atau langkah penelitian untuk mencari kebenaran sesuatu yang dengannya
ditentukan metode yang benar dan langkah-langkah yang tepat sehingga penelitian
yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal.® Dalam hal ini, peneliti
menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
strategl inguiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik,
gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode,
bersifat alami dan holistik, menggunakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta
disajikan secara naratif.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena
bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata dan bukannya dalam bentuk
angka.

HASIL/TEMUAN

A. Praktik Jual Beli Jual Beli Tanah Tahunan di Lingkungan Karang Anyar
Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram

Berdirinya lembaga-lembaga seperti, koperasi dan simpan pinjam bukan

menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan keuangan, banyak di
antara mereka lebih memilih menjual barang bendanya kepada seseorang, hal itu
terjadi karena meniru orang-orang dahulu yang mempunyai kebiasaan menjual
maupun memenuhi kebutuhan barangnya kepada tetangga yang sekiranya
mempunyai harta banyak. Alasan lainnya adalah supaya tidak ribet dengan
administrasi, pendaftaran, syarat memperoleh pinjaman uvang, yang dirasa
masyarakat cukup menyulitkannya. Fenomena inilah kiranya yang membuat
pemilik tanah menjual tanah sawahnya yang sebagian dengan sistem tahunan."

"Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtabid, Juz 11, (Jakarta:Usaha Keluarga, t.th), 94.

8Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatf, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20006), 145.

°A. Muti Yusuf, Metode Penclitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta:
Kencana, 2017), 329.

Owawancara dengan Kepala Lingkunagn Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur
Kota Mataram pada tanggal 15 September 2021
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Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan di antara warga masyarakat
Lingkungan Karang Anyar Pagesangan Timur Kota Mataram, praktik jual beli
tanah tahunan tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah
dan pembeli untuk menyepakati proses jual tanah tahunan, selanjutnya ditulis
dalam surat perjanjian di atas kuitansi, namun ada juga bentuk kesepakatan yang
saling percaya tanpa adanya surat perjanjian karena dianggap sudah menjadi
kebiasaan dalam masyarakat Lingkungan Karang Anyar Pagesangan Timur Kota
Mataram."

Proses jual beli antara kedua belah pihak di mana pemilik tanah
menghubungi pihak yang membeli untuk menawarkan tanahnya yang akan di
jual tahunan sekaligus menjelaskan sifat tanah tersebut, atau sebaliknya pembeli
tanah yang mendatangi pemilik tanah untuk membeli tahunan, kedua belah pihak
biasanya saling mengetahui satu sama lain tanah yang akan dijadikan obyek jual
beli tahunan. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah
mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang membeli tidak terlalu
rumit menjelaskan obyek sewanya. Pembeli biasanya adalah orang- orang yang
biasa membeli tanah secara tahunan tersebut sehingga ia benar- benar tahu sifat-
sifat dari lahan pertanian tersebut."

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran maka ditetapkan
harga melalui proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Proses
selanjutnya adalah kesepakatan atau zab gabu/ yang dinyatakan dalam petjanjian
tertulis dan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan
dapat dimengerti oleh kedua belah pihak namun juga hanya dengan
menggunakan ucapan ini diadakan setelah terjadinya kesepakatan harga antara
kedua belah pihak.

Transaksi langsung antara pihak penyewa dan pemilik lahan pertanian
biasanya tidak menggunakan bukti yang berupa kuitansi maupun kepercayaan
secara lisan. Akad yang disepakati antara kedua belah pihak hanya menekankan
pada kesepakatan mereka yang saling menjaga kepercayaan. Namun sebagian
mereka yang melakukan akad langsung juga ada yang menggunakan bukti tertulis
meskipun hanya sekedar kuitansi pembayaran saja. sechingga jika ada kasus yang
terjadi ini sulit diadakan penyelesaian, karena bukti perjanjian sewa menyewa
tidak ada. "

Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan
saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan
kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam
tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain
yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak."

Akad jual beli tahunan batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa
jual tanah tahunan yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-

Y1bid.

\Wawancara dengan peilik tanah Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan
Timur Kota Mataram Pada tanggal 18 September 2021.

Bbid,.

41bid.
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hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan
tanaman atau tanaman yang menjadi obyek sewa tidak panen, maka hal ini tidak
dapat menyebabkan batalnya akad jual tahunan sesuai kesepakatan kedua belah
pihak. Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab pembeli tanah tanpa
berhak meminta ganti rugi kepada pemilik tanah. Sebagaimana jika pihak
pembeli mendapat keuntungan besar yang disebabkan kenaikan frekuensi buah
maupun kenaikan harganya, maka pemilik tanah tidak berhak meminta tambahan
ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada ganti rugi maupun
pembagian keuntungan, hal itu merupakan kemurahan hati dari para pihak
berdasar inisiatif dan kerelaan dari masing-masing pihak.

Masyarakat di Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur
Kota Mataram secara perlahan mengalami kemunduran dalam kebersamaan dan
persaudaraan. Sifat dan karakteristik yang menjadi simbol dan kebanggaan
masyarakat pedesaan berangsur memudar. Di saat masyarakat sudah berkurang
kesadarannya untuk saling membantu, maka praktik jual beli tanah tahunan
merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh masyarakat untuk tetap menjaga
kekerabatan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini
dilandasi oleh sikap saling percaya dan kasih sayang terhadap sesama, walaupun
dalam bentuk jual tahunan.

Praktik jual beli tanah tahunan yang dijalankan masyarakat Karang Anyar
yang lebih ke arah jarah atau sewa menyewa juga membantu seseorang
mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika
membutuhkan uang dari menjual tahunan tanahnya, sedangkan pembeli
mendapat keuntungan dari penjual tanah tahunan untuk ditanami.

Hikmah disyari’atkannya zjarah (sewa-menyewa) cukup besar, karena di
dalamnya mengandung manfaat bagi manusia, perbuatan yang bisa dikerjakan
oleh satu orang belum tentu bisa dikerjakan oleh dua atau tiga orang. Apabila
sewa itu berupa barang, disyari’atkan agar barang itu disebutkan dalam akad
sewa. Syarat-syarat yang lain disebutkan dalam kitab fiqih, syarat disebutkannya
barang dalam akad sewa, dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisthan
dan pertentangan, seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat
yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut
tidak mempunyai faedah (manfaat).

Mendasari pemaparan di atas, Muamalah baik dalam transaksi jual beli
maupun sewa menyewa, mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-
hari sejak zaman dulu hingga kini. Tidak dapat dibayangkan kesulitan akan
timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini tidak
dibenarkan oleh Islam. Karena itu, sewa-menyewa dibolehkan dengan
keterangan syara’ yang jelas, dan merupakan bentuk dari pada keluwesan dan
keluasan hukum Islam. Setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa
berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam.

Lebih singkatnya, praktik jual beli tahunan yang dijalankan masyarakat
Karang Anyar Pagesangan Timur akan dapat melestarikan nilai-nilai
kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, yaitu setiap
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warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang
salah satunya adalah mendapat penghidupan yang layak.

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses petjanjian sewa
menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa yang jelas dengan hak dan
kewajiban masing-masing telah menjadikan proses sewa menyewa di Lingkungan
Karang Anyar Pagesangan Timur sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari
segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.
Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama klasik seperti al-Syafi’l,
membolehkan menyewakan tanah untuk pertanian asalkan dengan pembayaran
yang jelas, misalnya dengan uang, emas atau perak diperbolehkan. Yang dilarang
ialah yang tidak berketentuan.”

Para ulama’ berpendapat bahwasannya jarah itu disyari’atkan dalam
Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan
kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu
terikat dan saling membutuhkan, dan ijarah (sewa-menyewa) adalah salah satu
aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada awal terjadinya akad yang dilakukan oleh pemilik tanah dan
penyewa, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara
kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu pemilik lahan
pertanian menentukan harga sewa lahan pertanian dan penyewa menerimanya
harga tersebut, atau sebaliknya. Islam mengajarkan unsur-unsur sewa menyewa
adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad;

2. Sewa atau Imbalan;

3. Manfaat;

4. Sighad (7ab dan gabul)*®

Pada kasus jual beli tanah tahunan di Lingkungan Karang Anyar, unsur-
unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan hukum
Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati. Akad diperlukan dalam
proses sewa menyewa untuk menguatkan sewa menyewa, antara pemilik tanah
dan penyewa agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad sewa
menyewa bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik tanah. Barang sebelum
diberikan kepada penyewa harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya penyewa
tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan disewa harus dijelaskan
tetlebih dahulu kepada penyewa mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu."”

Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan zab
dan gabu/ pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga sewa lahan
pertanian, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik tanah dan penyewa
di awal, selain itu jenis tanah yang disewakan merupakan barang bermanfaat
terutama bagi penyewa dan tidak ada unsur najis dan mudbarat sebagaimana yang

5Ibn Rusyd, Bidayatal-Mujtahid, terj. M.A. Abdurrabman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-
Syifa’, 1991), 201-202.

16M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqibh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, Cet. 1, 2003), 231.

1"Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 21.
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disyaratkan dalam hukum Islam. Kesesuaian ini dikarenakan proses sewa
menyewa yang dilakukan dalam sewa menyewa dilakukan secara transparan (ada
pemilik tanah dan penyewa, dan keduanya melakukan akad) barang atau harta
yang disewakan berupa lahan pertanian untuk ditanami.

Sewa menyewa menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan akadnya
adalah akad sewa, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sebab, semua
urusan seperti sewa menyewa, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan masalah keduniaan pada asalnya halal, kecuali ada dalil yang
mengharamkan. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ada satu dalil pun yang
mengharamkan. Ketiadaan dalil yang mengharamkan sudah cukup dijadikan
sebagai dasar bahwa sewa menyewa dengan uang kembali itu halal.

Proses akad yang dilakukan secara tidak tertulis pada sewa menyewa
lahan pertanian di masyarakat Lingkungan Karang Anyar Pagesangan Timur
seharusnya mulai ditinggalkan untuk mengurangi dampak negatif dari bentuk
kecurangan atau ketidaksesuaian dengan akad awal. Dalam hukum Islam ada
beberapa asas yang sangat penting yang terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

1. Asas al-Ridha"iyyah (Konsensualisme)

Asas ini menekankan pada kerelaan para pihak, yang harus terwujud
dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang
bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas al-ridha'iyyah ini, kebebasan
berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap
kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut.
Misalnya, seseorang dipaksa menyewakan rumah kediamannya, padahal ia
masih ingin menempatinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual
dengan kekuatan hukum. Sewa menyewa yang terjadi dengan cara paksaan
tersebut dipandang tidak sah."

2. Asas al-Musawah (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak
membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit. bangsa, kekayaan,
kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan
kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang
menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat
mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak
melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah
satu pihak memiliki kelemahan (S4f7h) maka boleh diwakilkan oleh
pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam
pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.

3. Asas al-Adalah (Keadilan)

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang
mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang
piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih
kecil dari pada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam
jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur,
menjadi milik yang berpiutang. Contoh lain, sewa menyewa barang jauh di

18Gemala Dewi dan Widyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media
Grop, 2005), 36.
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bawah harga pantas karena pemilik tanah amat memerlukan uang untuk
menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual
barang di atas harga yang semestinya karena penyewanya amat memerlukan
barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Semua
transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (al-adalah).”

4. Asas ash-Shidg (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah
nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua
muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas
melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran
ini memberikan pengaruh pada pihak- pihak yang melakukan perjanjian
(akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat
asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di
mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad)
dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam
menghentikan proses petjanjian tersebut.

5. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan
atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madbarat
dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan
pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua
pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan
mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum
Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang
bersifat mudharat seperti sewa menyewa benda-benda yang tidak bermanfaat
apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang
(diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama
sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung
penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk
dibolehkan..

6. Asas al-Ta'awun (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan
semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga
harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap
sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu
lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa
mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama
dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7. Asas al-Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu
agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua
pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan
melakukan kzfabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk
kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (syabadabh), seperti

19 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ab, dalam Miriam Darus Badruzaman Kompilasi
Hufkum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bhak#, 2001), 250.
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pada iarah (sewa menyewa), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung
jawab individu.”

Asas-asas di atas akan menjadikan dasar/landasan bagi para pihak
dalam menyepakati perjanjian sewa menyewa lahan pertanian (jual beli tanah
tahunan) pada masyarakat Lingkungan Karang Anyar Kelurahan
Pagesangan Timur akan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang dirugikan
di antaranya keduanya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Tahunan di
Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram
Praktik jual beli tanah tahunan memberikan keuntungan bagi para pihak
yang menjalankannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu
kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian tanah, karena jumlah uangnya
yang terbatas, misalnya membeli tanah tahunan, sementara pihak yang lainnya
memiliki kelebihan tanah dan dapat menjualnya secara tahunan untuk
memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak
semua orang dapat membeli tanah, karena harganya yang tidak terjangkau.
Sehingga, tidak heran beberapa dari masyarakat menjalankan transaksi jual beli
tanah tahunan, namun tidak selamnya transaksi tersebut berjalan lancar karena
terkadang ada tidak kesesuaian antara kesepakatan awal dengan perjalanan yang
terjadi, seperti yang terjadi pada praktik jual beli tanah tahunan di Lingkungan
Karang Anyar Pagesangan Timur, di mana jika masa jual tahunan sudah habis
akan tetapi masa panen masith beberapa bulan, hal ini menjadi permasalahan
tersendiri dalam transaksi jual beli tanah tahunan di Lingkungan Karang Anyar.
Akibatnya, ganti rugi menjadi salah satu alternatif yang dilakukan pada
permasalahan ini.

Proses perhitungan ganti rugi atas kelebihan waktu dalam perjanjian jual
beli tanah tahunan di Lingkungan Karang Anyar Pagesangan Timur pada
dasarnya adalah kesepakatan bersama, hal ini terjadi ketika bentuk perjanjian
berupa tahunan penyewa lahan pertanian belum bisa memanen lahan pertanian
yang disewanya sedangkan masa berlaku dari sewa menyewa tersebut sudah

habis.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai
hukum, dan pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk
merealisir  kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari
kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa
alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi
kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia
tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang
tidak direstui oleh Islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan
rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak

NFathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman,Kompilasi
Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 251.

Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Juni 2021, Vol. 13, No. 1 | 5§



mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir
dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada
di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana
firman Allah swt. yang termaktub dalam surat a#-Nisa'(4) ayat 29:

1552 5560 W\}Luuri.»rﬁ\;;\ ,KW\,A 530 &l
L..>- r&u(«b\d r&..m ).\f.u r&.,a

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang barhil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku suka sama suka di antara kamu”*

Dari ungkapan di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan
jual beli tahunan yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat
dalam syari’at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-
Qur’an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk
tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun
perdagangan harus sah (Hukum Islam) berdasarkan al-Qur’an al-Hadits dan
adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah

pihak).

Transaksi zarah dalam jual beli tahunan ini dilandasi adanya perpindahan
manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada
dasarnya prinsip zarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya
terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli obyek transaksinya barang,
pada sewa menyewa obyek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, sewa menyewa (7arab) didefinisikan sebagai hak untuk
memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.”” Menurut fatwa
dewan syari’ah nasional, sewa-menyewa (7arah) adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang
itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan
kepada penyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan yaitu mempersiapkan barang yang
disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, sepeda
motor yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka
yang menyewakan wajib menggantinya. Bila pihak menyewakan tidak dapat
memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau
tidak membatalkan akad, harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama’
berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan

kerusakan.

21Kementerian Agama R, al-Qur'an al-Qarim dan Terjemabanya, 76.
2Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Figib dan Kenangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), 128.
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Sedangkan kewajiban penyewa yaitu wajib menggunakan barang yang
disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya.
Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Dalam
prinsipnya tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung
jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah
yang tidak pasti (gharar). Karena itu, ulama’ berpendapat bahwa bila penyewa
diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan
biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas
kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat
meminta pembayaran apa pun.

Kesepakatan mengenai harga sewa, misalnya; saya menyewakan lahan
pertanian ini selama tiga tahun dengan harga sewa Rp X, jika si penyewa ingin
memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah, bahkan yang
menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya.
Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya,
semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (si penyewa dan
yang menyewakan). Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga
sewanya, itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “syarat-syarat
yang berlaku bagi harga jual berlaku pula bagi harga sewa”.

Dalam Islam, hubungan sewa menyewa tidak dilarang bahkan dianjurkan
agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat
kepada hubungan persaudaraan. Sewa menyewa lahan pertanian pada dasarnya
syah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun sewa
menyewa, akan tetapi jika sewa menyewa itu merugikan salah satu pihak dalam
hal ini pihak pemilik lahan pertanian atau penyewa karena merasa dibohongi
maka sewa menyewa itu menjadi tidak syah dan tidak bermanfaat.

Islam mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup
saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap
sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang
diperintahkan Allah dalam al-Qut'an surat a/-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

& Ed Ed - ~ E — = -~
a2l s A A PR S | P 2 oA e
- o133l W e Vala N s5alls 2l e Vsl
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran’’.23

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan
dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-
nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji.
Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses
pembohongan di antara pemilik lahan pertanian dan penyewa, meskipun pemilik
lahan pertanian punya hak untuk pengambil lahannya kembali ketika perjanjian
telah selesai dan boleh menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih
dipentingkan dalam Islam.

BKementetian Agama RI, a/-Qur'an al-Qarim dan Terjemahanya, 25.
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Masalah ganti rugi kelebihan waktu dalam jual beli tanah tahunan di
Lingkungan Karang Anyar Pagesangan Timur dapat peneliti simpulkan adalah
sah ketika pemilik tanah memintanya dengan bagian yang ditentukan pemilik
lahan pertanian, namun yang boleh dan lebih baik adalah melalui kesepakatan
bersama, karena ada unsur saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak.
Keharusan ketiadaan saling merugikan dalam hal ini tidak ada unsur riba dari
proses kelebihan waktu dalam jual beli tanah tahunan di Lingkungan Karang
Anyar Pagesangan Timur.

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk
melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur
pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak
yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar
bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum
Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah
baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Banyak bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an,
misalnya: pertanian (thariq al-zira'ah), peternakan, industtri (tharig shina'ab), baik
industri pakaian, industri besi ataupun industri bangunan, perdagangan (tharig
tijarah), industri kelautan, dan jasa.* Namun kebebasan berkontrak tersebut
memiliki limitasi terhadap hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan
dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara
sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.”

Mendasari penjelasan di atas, menurut hemat penulis penundaan
pembayaran bisa dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur
saling membohongi dan merugikan salah satu pihak, yang terpenting dari itu
adalah penundaan itu tidak ada unsur merugikan di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah tahunan di Lingkungan

Karang Anyar Pagesangan Timur Kota Mataram terletak pada terpenuhinya
syarat dan rukun sewa menyewa, perjanjian yang telah dilakukan harus dipatuhi
bersama, maka ketika terjadi kelebihan waktu menyewa maka pemilik tanah
mempunyai hak untuk menentukan pembagian karena dialah yang memiliki
tanah, namun Islam lebih mengarahkan perlunya dilakukan kesepakatan bersama
schingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan.

B. Saran-saran
Bagi pihak pemilik tanah di Lingkungan Karang Anyar Pagesangan
Timur Kota Mataram untuk tidak memaksakan kehendak dalam pembagian
kelebihan waktu tahunan, kelebihan tersebut terjadi karena musim panen yang
belum tiba dan penyewa sudah menanam dengan sungguh-sungguh maka
pemilik tanah lebih mementingkan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan

24 Gemala Dewi dan Widyaningsih, Hukun Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media Grop, 2005), 193-194.
25 [bid.
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masalah, sehingga pembagian perlu disepakati bersama dan saling
menguntungkan.
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